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Lampiran 2: Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimanakah awal mula BMT Mulai Sejahtera Mandiri didirikan? 

2. Produk apa saja yang tersedia pada BMT Mulia Sejahtera Mandiri? 

3. Untuk dapat mengajukan permohonan pembiayaan murabahah, apa yang dilakukan 

nasabah? 

4. Bagaimana alur proses pengajuan pembiayaan pada BMT Mulia Sejahtera Mandiri? 

5. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera Mandiri menilai nasabah yang mengajukan 

pembiayaan murabahah? 

6. Apakah BMT Mulia Sejahtera Mandiri sering/pernah melakukan al wakalah pada 

pembiayaan murabahah? 

7. Bagaimana akad Murabahah dilaksanakan pada BMT Mulia Sejahtera Mandiri? 

8. Apakah BMT Mulia Sejahtera mandiri mengakui persediaan sebesar  pokok 

pembiayaan pada saat perolehan asset muabahah?  

9. Pengakuan dan pengukuran apakah yang digunakan oleh BMT Mulia Sejahtera 

setelah perolehan asset murabahah? 

10. bagaimana tindakan BMT Mulia Sejahtera mandiri terhadap penurunan asset 

murabahah? 

11. Bagaimana tindakan BMT Mulia Sejahtera Mandiri terhadap diskon pembelian? 

12. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera Mandiri mengakui keuntungan murabahah? 

13. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera melakukan pengakuan dan pengukuran piutang 

murabahah? 

14. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera Mandiri mengakui dan mengukur potongan 

pelunasan piutang murabaah yang diberikan?  

15. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera Mengenakan Denda 

16. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera Mandiri menghadapi nasabah yang menunggak 

atau gagal bayar? 

17. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera Mandiri mengakui dan mengukur uang muka? 

18. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera Mandiri menyajikan piutang murabahah? 

19. Bagaimana BMT menyajikan margin murabahah tangguhan? 

20. Bagaimana BMT menyajikan beban murabahah tangguhan? Apakah disajikan 

sebagai pengurang hutang murabahah? 

21. Apakah BMT Mulia Sejahtera telah menyajikan laporan keuangan dengan mengacu 

pada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah? 

22. Apakah tantangan dan peluang BMT dalam perkembangan pembiayaan Murabahah? 
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Lampiran 3: Hasil Wawancara 

HASIL WAWANCARA 

   
1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mulia Sejahtera Mandiri merupakan salah satu 

Produk/Unit usaha yang dimiliki Organisasi Mulia Sejahtera mandiri yang berbadan 

hukum Koperasi. BMT Mulia Sejahtera Mandiri pertama kali  Berdiri pada tanggal 

28 Juni 1999 dengan nama Koperasi Serba Usaha Marga kaya. Seiring dengan 

perkembangan maka pada tanggal 3 agustus 2011  Koperasi Serba Usaha Marga 

Kaya diubah menjadi Koperasi Mulia Sejahtera dengan memperluas usaha untuk 

mensejahterakan antara hidup anggota dan masyarakat. Dengan perkembangan 

ekonomi yang semakin baik maka pada tanggal 27 November 2015 pengurus 

mendirikan Koperasi Mulia Sejahtera dengan bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mulia Sejahtera Mandiri dengan akta notaris 

Nomor 5 tanggal 11 Februari 2016 di Notaris Kamariah Karim, S.H., M.Kn. 

berkedudukan di makassar. Tentu usaha koperasi Mulia Sejahtera Mandiri berupa 

simpan pinjam dan pembiayaan syariah.  

Pada tanggal 19 November 2020, berdasarkan usulan dari para pendiri, dalam rangka 

melebarkan sayap bisnis agar Koperasi Mulia Sejahtera memiliki unit usaha dengan 

bentuk toko retail modern, maka pada waktu tersebut KSPPS BMT Mulia Sejahtera 

Mandiri diubah menjadi Koperasi Konsumen Mulia Sejahtera Mandiri dengan unit 

usaha Simpan pinjam dan Pembiayaan syariah dan Toko Retail Modern dengan 

struktur kepengurusan yang baru terdiri dari 24 orang.  

Pada januari 2021 Koperasi Konsumen Mulia Sejahtera Mandiri mendirikan toko 

retail modern bernama Mulia Mart. Sedangkan KSPPS BMT tetap mengambil data 

dari tahun 2015 pada saat pendirian KSPPS. sehingga Modal dari KSPPS BMT Mulia 

Sejahtera Mandiri diambil datanya untuk disatukan dengan modal unit usaha simpan 

pinjam dan pembiayaan syariah KSPPS BMT yang baru. Adapun terkait modal 

pendirian toko retail modern Mulia Mart, Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri 

mengeluarkan saham sebesar 500 Juta Rupiah.  

Koperasi BMT Mulia Sejahtera Mandiri berkedudukan di Jalan Berua Raya Nomor 

1A, Kelurahan Berua Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Lokasi BMT 

Mulia Sejahtera Mandiri cukup strategis karena berada kawasan komplek perumahan 

dan perkantoran sehingga Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri mudah dikenali dan 

mudah diakses oleh setiap kalangan masyarakat.  

2. Produk Simpanan 

 

a. Simpanan Mudharabah adalah Simpanan yang penyetorannya dan penarikannya 

dapat dilakukan sewaktu-waktu, selama jam kerja dan nasabah mendapat bagi 

hasil sesuai kesepakatan, dengan minimal setoran awal Rp.50.000,00 dan 

setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,00 

b. Simpanan Haji adalah Simpanan untuk persiapan ibadah haji dan nasabah 

mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan, dengan setoran awal minimal 

Rp.100.000,00 setoran selanjutnya minimal Rp.50.000,00 

c. Simpanan Umroh adalah Simpanan yang dirancang untuk menunaikan ibadah 

umroh. Simpanan awal minimal Rp.100.000,00 dan setoran selanjutnya 

minimal Rp.50.000,00 

d. Simpanan Qurban adalah Simpanan yang dirancang bagi nasabah dalam 

merealisasikan niat berqurban dan nasabah mendapat bagi hasil sesuai 
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kesepakatan, simpanan awal minimal Rp.50.000,00 dan selanjutnya 

Rp10.000,00 

e. Simpanan Cerdas, adalah Simpanan berjangka untuk keperluan uang pendidikan 

dengan simpanan awal minimal Rp.50.000,00 dan setoran selanjutnya minimal 

Rp.10.000,00 

f. Simpanan Investasi/Anggota adalah  Simpanan yang berasal dari simpanan 

anggota/calon angoota atau berasal dari fasilitas investasi terikat dari 

anggota/calon anggota, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu simpanan pokok dengan 

setoran perbulan Rp.100.000,00-Rp.1.000.000,00 dan simpanan wajib  minimal 

Rp.25.000,00. Dana simpanan hanya dapat ditarik ketika nasabah mencabut 

keanggotaannya. 

 

      Produk Pembiayaan  

 

a. Pembiayaan Mudharabah 

 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan anatar pihak pemilik dana 

(Shahibul Maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% 

dengan pihak pengelola modal (mudharib) untuk diusahakan dengan porsi 

keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka 

dari dua belah pihak.Sedangk.an kerugian (jika ada) akad ditanggung pemilik 

modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak 

pengelola dana (Mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan 

penyalahgunaan dana 

b. Pembiayaan Musyarakah 

 Musyarakah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa 

pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana 

masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan 

manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan 

modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. 

c. Pembiayaan Murabahah 

 Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan 

tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual 

dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga 

produk yang dibeli fan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya. 

d. Ijarah (sewa) 

 Ijarah adalah pemilikan  hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai 

ganti pembayaran.  

 

3. Syarat yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan pada BMT 

Mulia Sejahtera adalah: 

a. Administrasi pembiayaan menjelaskan produk pembiayaan di BMT Mulia 

Sejahtera kepada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan. 

b. Termohon sudah terdaftar menjadi anggota simpanan. Untuk menjadi anggota 

simpanan maka dipersilahkan untuk mengisi formulir menjadi anggota  dan 

formulir permohonan pembukaan simpanan. 

c. Dalam hal pengajuan pembiayaan anggota diharapkan bisa melengkapi 

persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT yaitu: 

● Foto copy KTP suami/istri 

● Foto Copy tabungan bank 3 bulan terakhir 

● Perhitungan pendapatan dan biaya usaha 
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● Foto copy buku tabungan BMT Mulia Sejahtera Mandiri 

● Jaminan pembiayaan 

persyaratan  harus dipenuhi berkaitan dengan transaksi murabahahah yaitu: 

a. BMT dan anggota harus mengadakan akad murabahah yang bebas riba,  

b. BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya,  

c. BMT membeli barang yang diperlukan anggota atas nama BMT sendiri dan 

pembelian ini harus sah dan bebas dari riba, dan  

d. Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh 

syariat islam. 

 

4. Prosedur pengajuan pembiayaan pada BMT Mulia Sejahtera adalah: 

a. Pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu 

proposal. Kemudian melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BMT.  

b. Pengajuan pembiayaan biasanya berupa wawancara oleh anggota dengan 

pengelola BMT khususnya bagian administrasi pembiayaan yang berisi: 

● Latar belakang  anggota seperti riwayat hidup singkat (nama dan alamat), 

jenis usaha yang dijalankan dan lain-lain. 

● Maksud dan tujuan dari mengajukan pembiayaan.  

● Anggota menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan 

jangka waktu pembiayaannya. 

c. Setelah anggota diwawancarai pihak BMT melakukan penyelidikan berkas-

berkas untuk verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas, kjika ditemukan 

kekurangan maka anggota diminta untuk segera melengkapi kekurangan tersebut.  

d. Pihak BMT melakukan survey untuk menyelidiki anggota dengan melakukan 

pemeriksaan kelapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi anggota, 

karakter pemohon dan checking kebenaran data yang disampaikan serta meninjau 

berbagai obyek baik dari usaha yang dijalankan atau jaminan. 

e. Pihak BMT Mulia Sejahtera melakukan pengolahan data dengan meneliti lagi 

berkas-berkas yang diajukan anggota, dan membandingkan informasi yang 

diberikan anggota dari hasil wawancara dan survey lalu menganalisa dan 

mempertimbangkan apakah anggota  layak untuk diberikan pembiayaan atau 

tidak.  

f. Pihak BMT membuat keputusan untuk menentukan apakah pembiayaan akan 

diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya 

keputusan pembiayaan yang akan diumumkan mencakup: 

● Spesifikasi barang yang akan diperjual-belikan 

● Jangka waktu pembiayaan 

● Biaya-biaya yang harus dibayar 

● Waktu pencairan pembiayaan 

Sedangkan pembiayaan yang ditolak akan dikirim surat penolakan sesuai alasan 

masing-masing. 

g. Apabila pembiayaan diterima maka Pihak BMT akan membeli barang yang 

dipoesan kemudian dilanjutkan serah terima kepada anggota di lokasi BMT atau 

di luar lokasi BMT dengan setelah menyelesaikan perjanijan akad. 

5. BMT menggunakan 5C dan 7P 

Prinsip penilaian 5C, yaitu:  

Character (watak/akhlak), Capacity (kapasitas produk), Capital (modal), 

Collateral (jaminan), Condition (kondisi usaha).  

Prinsip penilaian 7P yaitu:  
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Personality (kepribadian), Party (Klasifikasi), Purpose  (Tujuan), Prospect 

(harapan), Payment (pembayaran), Profitability (keuntungan),Protection 

(Keamanan). 

 

6. Tidak, BMT melakukan langsung pembelian barang sesuai dengan spesifikasi yang 

disepakati kedua pihak, kemudian anggota dapat melakukan serah terima di kantor 

BMT atau diluar kantor. 

 

7. Pada transaksi murabahah, bagian administrasi pembiayaan dan anggota melakukan 

negosiasi untuk melakukan jual beli barang meliputi jenis barang, kualifikasi barang,  

harga barang serta cara pembayarannya. Setelah negosiasi telah disepakati bagian 

Administrasi pembiayaan menghubungi supplier barang yang akan dibeli dan 

bersepakat untuk melakukan pembelian barang sesuai yang diminta anggota. Setelah 

ada kesepakatan antara BMT, anggota dan supplier lalu dilaksanakan transaksi.  

 

8. pada saat perolehan terjadi maka asset murabahah diakui  sebagai persediaan 

sebesar  pokok pembiayaan yang diberikan dan keuntungan (margin), besarnya 

margin ditetapkan berdasarkan kesepakatan BMT dan anggota. Pada transaksi 

murabahah  menjadi pendapatan bagi BMT tidak hanya berasal dari keuntungan 

(margin) atas barang yang dijual tetapi juga berasal dari sisi administrasi yang 

dikenakan oleh BMT kepada anggota dan langsung dipotong dari pokok pembiayaan 

pada saat akad terjadi. 

 

9. BMT Mulia Sejahtera menggunakan murabahah tanpa pesanan atau pesanan 

tidak mengikat sehingga dinilai biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat 

direalisasi dan dipilih mana yang lebih rendah dan jika  nilai bersih asset 

murabahah yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan maka 

selisihnya tidak diakui sebagai kerugian BMT hal ini disebabkan karena BMT 

Mulia Sejahtera tidak menggunakan murabahah pesanan atau pesanan mengikat 

sehingga tidak ada penurunan asset yang dikarenakan barang rusak ataupun usang. 

Selain itu, BMT Mulia sejahtera hanya memberikan pembiayaan konsumtif berupa 

bahan bangunan dan kendaraan sehingga tidak ada barang yang rusak dan usang 

karena bahan bangunan dan kendaraan hanya mengalami penyusutan dan BMT Mulia 

sejahtera menjurnalnya hanya 1 kali saja yaitu pada saat pencairan sesuai dengan 

harga pasar.  

 

10. BMT Mulia Sejahtera tidak menjurnal penurunan asset yang dikarenakan rusak dan 

usang sebagai beban karena pencatatannya itu hanya dilakukan sekali saja yakni pada 

saat pencairan. Selain itu BMT tidak akan pernah mengalami penurunan asset yang 

dikarenakan rusak dan usang karena barang pembiayaan yang diberikan hanya berupa 

pembiayaan konsumtif seprti bahan bangunan, kendaraan, dan sebagainya sehingga 

tidak akan adan penurunan asset pada barang tersebut.  

 

11. BMT Mulia Sejahtera tidak melakukan pencatatan terkait dengan diskon 

murabahah karena BMT Mulia Sejahtera membayar sesuai dengan surat penawaran, 

apabila terjadi diskon maka diskon tersebut dicantumkan dalam surat penawaran 

langsung sebagai potongan harga pokok sehingga pihak BMT hanya membayar 

selisihnya. 

 

12. BMT Mulia Sejahtera mengakui keuntungan murabahah pada saat terjadinya 

akan murabahah yang dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi 
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satu periode. Pada saat penjualan kredit dilakukan maka margin keuntungan berada 

diposisi kredit akan tetapi pada saat penerimaan angsuran maka margin yang tadinya 

berada di posisi kredit berubah menjadi posisi debet sedangkan pendapatan margin 

berada diposisi kredit. Jadi BMT Mulia Sejahtera mengakui keuntungan secara 

proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang 

murabahah. 

 

13. Piutang murabahah pada BMT Mulia Sejahtera diakui sebesar biaya perolehan 

ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan mengukur piutang 

murabahah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang 

dikurangi penyisihan kerugian piutang.. Karena piutang murabahah mengandung 

unsur harga pokok barang ditambah unsur margin murabahah yang belum direalisasi, 

piutang murabahah adalah kewajiban dari pembeli untuk melakukan pembayaran. 

 

14. Pada BMT Mulia Sejahtera potongan pelunasan piutang murabahah akan 

diberikan kepada anggota jika dapat melunasi lebih cepat dari waktu yang 

disepakati, maka akan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 

Besarnya potongan pembayaran pelunasan awal adalah hak BMT, sehingga besarnya 

tidak harus sama dengan margin murabahah yang belum direalisasikan. BMT Mulia 

Sejahtera dapat memberikan potongan pelunasan piutang dengan pemotongan margin 

yang diperoleh BMT sesuai aturan kebijakan BMT mulia sejahtera. Potongan 

angsuran murabahah diberikan kepada anggota karena  disebabkan oleh anggota yang 

membayar lebih cepat dari waktu yang disepakati sehingga diakui sebagai pengurang 

keuntungan murabahah, dan disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran 

pembeli sehingga diakui sebagai beban. Akan tetapi BMT Mulia sejahtera tidak 

melakukan potongan angsuran karena BMT Mulia sejahtera hanya melakukan 

potongan pelunasan piutang murabahah. 

 

15. Selama ini BMT Mulia Sejahtera tidak pernah melakukan denda kepada 

anggotanya karena BMT Mulia Sejahtera telah melakukan penyaringan yang ketat 

sehingga tidak akan ada anggota yang dikenakan sanksi/denda.  

 

16. langkah awal terhadap nasabah yang belum membayar angsuran pembiayaan adalah 

pihak BMT menghubungi nasabah kemudian mengadakan kunjungan lapangan untuk 

mengetahui penyebab terjadinya nasabah menunggak dalam memberikan angsuran 

pembiayaan serta memberikan motivasi, terhadap nasabah agar lebih semangat lagi 

dalam meningkatkan usahanya. Jika usha tersebut nasabah masih kesulitan dalam 

mengansur maka, selanjutnya pihak BMT Mulia Sejahtera mengadakan musyawarah 

kepada nasabah untuk menentukan penyelesaian terbaik yang tidak memberatkan 

kedua belah pihak. Jika usaha tersebut ternyata pihak nasabah masih belum bisa 

membayar maka pihak BMT terpaksa melelang agunan dengan ketentuan harga dari 

agunan tersebut jika lebih dari tunggakan kewajiban pembayaran dari nasabah maka 

sisanya di kembalikan kepada nasabah lagi.    

 

17. Dalam hal pengakuan dan pengukuran uang muka, BMT Mulia sejahtera tidak 

mewajibkan uang muka,  namun apabila anggota menyerahkan uang muka maka 

uang muka tersebut digunakan sebagai pengurang harga pokok barang.  

 

18. Ya, Pada BMT Mulia Sejahtera menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih 

yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan 

piutang. 
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19. Ya, Pada BMT Mulia Sejahtera menyajikan margin murabahah tangguhan sebagai 

pengurang piutang murabahah 

 

20. Tidak, BMT Mulia sejahtera tidak menyajikan  beban murabahah tangguhan. 

 

21. Ya, BMT Mulia Sejahtera telah mengungkapkan Harga perolehan asset murabaha, 

Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau 

bukan dan Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah. BMT Mulia Sejahtera juga mengungkapkan biaya-biaya yang 

terkait dengan proses pengajuan murabahah yakni biaya adminisrasi dari plafond dan 

biaya matrai, pajak. Biaya materai dan pajak tersebut bukan bagian dari pendapatn 

pihak BMT melainkan ada pihak lain yang berwenang mengurusi itu. BMT 

 

22. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan Murabahah pada BMT 

Mulia Sejahtera adalah: 

a. Anggota masyarakat yang sudah mulai memahami konsekuensi transaksi yang 

haram 

b. Anggota masyarakat mengetahui bahwa BMT tidak mengenakan denda dan 

bunga yang membebani anggota. 

c. Persyaratan yang lebih fleksibel dan mudah 

d. Faktor intern SDM yang ada, karena kurangnya tenaga kerja yang menguasai 

ilmu ekonomi syariah dan perkembangan ekonomi syariah. 

e. Kurangnya perhatian pemerintah sekitar terkait ekonomi syariah. Regulasi-

regulasi yang masih memberatkan pelaku ekonomi syariah. 

f. Kurangnya minat dari anggota untuk melakukan simpanan sehingga 

mempengaruhi perputaran modal yang menjadi kurang. 

g. Keadaan ekonomi pada tahun ini pada kondisi yang kurang baik,terutama 

dimasa pasca pandemi. 

 

 

Makassar, 05 Januari 2023 

BMT Mulia Sejahtera Mandiri 

 

 

 

M. Ridwan Nurdin, SE. 

Manager BMT Mulia Sejahtera Mandiri 
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Lampiran 4: Penerapan Pembiayaan Murabahah BMT Mulia Sejahtera Mandiri 

Penerapan Pembiayaan Murabahah  

di BMT Mulia Sejahtera 

1) Saat Perolehan Aset  Murabahah 

a) Pengakuan aset murabahah saat perolehan diakui sebagai persediaan 

sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan. 

Aset Murabahah   Rp xxx 

 Kas     Rp xxx 

2) Setelah Perolehan Aset Murabahah 

b) Pengakuan aset murabahah setelah perolehan untuk murabahah 

pesanan tidak mengikat maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan 

atau nilai bersih yang dapat direalisasi dan dipilih mana yang lebih 

rendah. Jika terjadi penurunan nilai aset maka selisih nilai bersih yang 

dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan diakui sebagai 

kerugian. Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan 

tidak mengikat (Jika ada).   

Tidak melakukan pencatatan 

3) Diskon pembelian 

c) Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai tambahan keuntungan 

murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yng 

disepakati menjadi hak penjual. 

Kas      Rp xxx 

 Pendapatan Murabahah  Rp xxx 

4) Piutang Murabahah 

d) Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan 

ditambah dengan keuntungan yang disepakati.  

Kas     Rp xxx 

 Piutang murabahah   Rp xxx 
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5) Keuntungan Murabahah 

a) Pengakuan keuntungan murabahah pada saat terjadinya penyerahan 

barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak 

melebihi satu tahun, maka keuntungan murabahah diakui pada saat 

terjadinya akad murabahah (jika ada). 

Kas     Rp xxx 

Piutang Murabahah   Rp xxx 

 Aset Murabahah   Rp xxx 

 Pendapatan margin murabahah Rp xxx 

b) Apabila angsuran lebih dari satu periode maka Keuntungan diakui 

proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang 

murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh 

dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk 

mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.  

Pada saat penjualan kredit dilakukan : 

 Piutang Murabahah   Rp xxx 

  Aset Murabahah   Rp xxx 

  Margin Keuntungan   Rp xxx 

Pada saat penerimaan angsuran: 

 Kas     Rp xxx 

  Piutang Murabahah   Rp xxx 

 Margin Keuntungan   Rp xxx 

  Pendapatan Margin Murabahah Rp xxx 

c) Biaya administrasi diakui sebagai keuntungan murabahah. 

Kas     Rp xxx 

 Margin Keuntungan   Rp xxx 

6) Potongan  

d) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli 

yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati 

diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah (jika ada).  Pemberian 

potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan, 

yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah 

Kas     Rp xxx 

Margin Murabahah Tangguhan Rp xxx 
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 Piutang Murabahah   Rp xxx 

 Pendapatan Margin Murabahah Rp xxx 

e) Pengakuan potongan angsuran murabahah disebabkan oleh pembeli 

yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang 

keuntungan murabahah. 

Tidak melakukan pencatatan 

7) Denda 

f) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya 

sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana 

kebajikan.   

Tidak Melakukan pencatatan 

8) Uang Muka 

a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang 

diterima. Pada  saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka 

diakui sebagai pembayaran piutang ( merupakan bagian pokok ) dan jika 

barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada 

pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan oleh penjual 

Tidak Melakukan Pencatatan  
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Lampiran 5: Syarat Keanggotaan BMT Mulia Sejahtera Mandiri 

SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN 

UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH BMT MULIA SEJAHTERA 

I. PERSYARATAN KEANGGOTAAN UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH 

(UJKS) BMT MULIA SEJAHTERA 

a) Warga Negara Indonesia  

b) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum 

c) Bertempat tinggal di lintas kabupaten/kota, Provinsi Sulawesi Selatan 

d) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan 

simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota 

e) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku 

II. KETENTUAN MENGENAI KEWAJIBAN ANGGOTA 

a) Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan lainnya dan 

keputusan Rapat Anggota. 

b) Menghadiri Rapat Anggota 

c) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha UJKS BMT Mulia Sejahtera 

Mandiri 

d) Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang 

diputuskan dalam rapat pengurus. 

e) Menjaga nama baik, memelihara dan mengembangkan kebersamaan pada 

UJKS BMT Mulia Sejahtera. 

III. KETENTUAN MENGENAI HAK ANGGOTA 

a) Mendapatkan pelayanan UJKS BMT Mulia Sejahtera Mandiri 

b) Menghadiri, menyatakan pendapat dan berbicara dalam rapat anggota. 

c) Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. 

d) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi. 

e) Memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan besarnya partisipasi 

dengan syarat membayar simpanan pokok dan simpanan wajib secara 

periodik. 

Dengan ini saya menyatakan telah membaca dan memahami dengan baik segala 

persyaratan, hak dan kewajiban saya selaku anggota dan saya bersedia tunduk dan 

patuh dengan ketentuan yang ada.   

……………, ……………………….. 

                  

  

_____________________________ 

                         Tanda Tangan dan Nama Jelas 
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Lampiran 6:  Form Permohonan keanggotaan/Pembukaan rekening 
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Lampiran 7: Form Permohonan Pengajuan Pembiayaan Murabahah 
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Lampiran 8 : Contoh Form Akad Pembiayaan Murabahah 
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